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TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNCSI UNSUR PELAKSANA HARIAN
BADρN PENANCGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Langlot Nomor 12 Tahun 2011
tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Langkat, maka perlu dltetapkan
rincian tugas dan fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan BupaU tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelalaana Harian Badan
Penanggulangan Daerah Kabupaten Langkat.

Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsl Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagalmana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3890),

b.

Mengingat :  1.

2.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
dan Binjai ke Stabat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
BinJai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3323).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kahupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 4t Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Ler:rbaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 474L );

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a829);

Pertaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peransefta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
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Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembatan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor B Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Fenanggulangan Bencana Daerah;

Feraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Menetapkan

MEMUTuSKAN:

: PERATURAN BUPAπ TENTANG RINC=AN TUCAS DAN FUNCS=
UNSUR PELAKSANA HARIAN BADAN PENANCGULANCAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAil UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

5. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut
BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi untuk melaKanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat.

12.

13.

14.
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7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Langkat yang secara ex-officio dijabat oleh peJabat setingkat dibawah Bupati dan/atau
Sekretaris Daerah KabuPaten.

Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat KALAKHAR adalah Kepala Pelaksana

Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faKor alam dan
atau faKor non alam maupun faKor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jlwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan'dampak
psikologi.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah
penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang dlakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas
masyarakat dan teror.

Pencegahan bei,cana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan resiko bencana, balk melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Penyelenggaraan penanggutangan bencana adalah serangkaian upaya yang metiputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdayaguna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatri tempat 6leh
lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, balk metalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk, yang meliput t<egiStan
penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan 

-kebutuhan 
iasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan sarana aspek pelayanan pubtik atau
masyarakat sampal tlngkat yang memadai pada wllayah pasca bencana denlan sasaran
utama untuk normalisasi aF, berJalannya sarana wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

-
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20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
I pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerlntah maupun masyarakat dengan

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan buclaya,
tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala
aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

2L. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

22. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan banhran untuk memenuhi
kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

24. Pengungsi adalah orang atau atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak
buruk bencana.

25. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-analq lbu hamil atau
menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana.

BAB II

SUSUNAI{ ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unsur Pelakana Harian BPBD terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana Harian.

b. Sekretariat terdirl dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pencegahan;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Sub Bidangi Kedaruratan;
2. Sub Bidang Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdlri dari :

1. Sub Bidang Rehabilitasi;
2. Sub Bidang Rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana Harian

Pasal 3

Kepala Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan

tu$as dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan

bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Pelaksana Harian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana ;
b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana dibidang

penanggulangan bencana ;
c. pembinaan, fasilltasl dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan,

penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistic dan peralatan ;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan

ketatausahaan dilingkungan BPBD ;
: f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian
terhadap program, administrasi dan sumber daya sefta kerjasama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai
fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan
kebljakan di lingkungan BPBD ;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peratumn
perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ;c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;

? f . pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana .



Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

(1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan, mengelola
administrasi kepegawaian, serta penyusunan program dan rencana kegiatan .

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun petunJuk teknis penyusunan prognm dan
rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan
rencana terintegrasi;

c. mengelolaurusanketatausahaan;
d. mengelola urusan kepegawaian;
e. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;f. melaksanakan kegiatan kehumasyan dan keprotokolan;
g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
h. mengelola urusan administrasi umum;
i. mengelolaurusanadministrasikepegawaian;
j. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawahn;
k. menghimpun dan mengolah data , menylapkan dan mengagendakan bahan-bahan

laporan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bldang

tugasnya .

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun renctna anggaran dan mengelola
administrasi keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan
pengelolaan penatausahaan keuangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsulrg ,
anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan BPBD;

c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana anggaran
pendapatan penerimanaan;

d. menylapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;



menyiapkan bahan , melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban pengelola anggaran;
menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan peftanggungjawaban pengelolaan

an9garan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya .

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
sefta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan keb'tjakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana sefta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :a. Sub Bidang Pencegahan;
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusn
kebiJakan, koordinasi, pelaksanaan pencegahan bencana aan feiingatan dini.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan clan pengendalian pencegahan bencana;

g.
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b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data
.. bencana;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk

potensi ancaman dan resiko

teknis penyusunan renctna
penanggulangan bencana;

d. menyiafkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;

e. menyiapkan oahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan

resiko terjadinya bencana daerah;

f. menyiaplian bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya

pengurangan' resiko bencana;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;

h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan

standar teknis penanggulangan bencana;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis

penanggulangan bencana ;
menyiapkan bahan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan
pengu6ngan resiko bencana dengan menyusun rencana aksi daerah;
menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan

pembaqgunan daerah;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya,

Pasal 14

(1) Sub Bidang kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan
kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan
dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasl bencana sefta bimbingan teknis
penanggulangan bencana.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun renctna kegiatan kesiapsiagaan terhadap
ancaman bencana;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas
bencana; 6

c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman
bencana;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana
penanggulangan kedaruratan bencana;

e. menyiapkan bahan dan meyusun petunJuk teknis penerapan ujl coba renctna
penanggulangan kedaruratan bencana;

f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;

g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengoganisasian, pemasangan
dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
pemasangan dan pengujian slstem peringatan diniterhadap ancaman bencana;i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis invenhrisasi dan anallsis
penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
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j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan
1 barang pasokan kebutuhan dasar;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
penyuluhan dan gladi tentang mekanlsme tanggap darurat;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan

bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prcsarana dan srana;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan

penataan ruang;
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan,

pembangunan infrastruktur dan tatabangunan;
o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja

kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan
peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;

q. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

Bidang Kedaruratan dan Logistlk mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang KedaruraEn
dan Logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebiJakan di bidang penanggulangnan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan keb'rJakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistlk;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibldang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik.

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

a. Sub Bidang Kedaruratan;
b. Sub Bidang Logistik.



Pasal 18
1

(1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian

keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan

mengevakuasi korban bencana.

(Z) Uraian tugas Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan
tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan;

d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi

bencana;
e. menyiapkan bahan dan melaKanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi

bencarra;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban

bencana;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis

gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumbedaya

alam maupun buatan;
i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan

darurat bencana;
j. menyiapkan bahan penetapan sfatus keadaan darurat bencanal
k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi

masyarakat korban bencana;
l. menylapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi

masyarakat korban bencana;
m. menylapkau bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam

penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
n. menyiapkan"bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja

pengkaJian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam
penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian
tlngkat kerusakan aklbat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuiran
kebutuhan dasar dan logistik;

(2) Uraian tugas Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan,

perlindungan kelompok ientan dan pememnuhin kebutulian dasar jan bgistik; 
-

' b. mengumpulkan, mengolah menganalisa dan menyaJikan data kerusakin a't iUat
bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dari t6gistir;



ic. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan 
i

akibat bencana;
e. menyiapkan bahan dan meyusun petunJuk teknis inventarisasi dan identifikasi I

kebutuhan dasar dan logistik;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih

dan sanitasi;
g menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan;
h. menyiapkan balmn dan melaksanakan kerjasama penyediaan sandang; ,,

i menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatani ,,

j.menyiapkanbahandanmelaksanakankerJasamapelayananpsikososial;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan

tempat hunian; ,

I.menyiapkanbahan,melaksanakanevaluasikegiatandanmenyusunlaporankinerja
pengkajian hngkat kerusakan akibat bencana, perllndungan kelompok rentan dan
pemenuhan kebutuhan dasar dan Ioglstik;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kellma
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan keb'rjakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusn kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dl bidang penangulangan bencand pada pascabencana;
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebiJakan di bidang

penanggulangan bencanan pada pascabencana.

Pasa1 22

Bidang Rehab‖ itasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

a.  Sub Bidang Rehabilitasi,

b.  Sub Bidang Rekonstruksi.



Pasal 23
4

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, Oan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana. '

(2) Uraian tugas Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. menyiapkan pahan dan meyusun rencana kegiatan penyaiapan bahan koordinasi

rehailitasi linjkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat

bencana;
c. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;

d.menyiapkanbahan,melaksanakaninventarisasidanidentifikasitingkatkerusakan
llngkungan;

e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan

kerusakan lingkungan;
f. menylapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan

prasarana dan sarana umum dan keagarnaan;
g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan

prasirana dan sarana umum dan keagamaa;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarsiasi dan identifikasi dampak negatif

sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi

sosial Psikologis maqYarakat;
j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan

- kesehatan korban bencana;
k. menylapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan

rekonsiliasi dan resolusi konflik;
l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial,

ekonomi dan budaya;
m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan

keamanan dan keteftiban;
n. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi

pemerintahan;
o. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerJasama pemulihan fungsi

p. meyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja 
;

penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana memfasilitasi 
i

dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. i

(1)SubBidangRekonstruksimempunyaifugasmenyiapkanbahanperumusankebijakan,
koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksl pasca bencana,

(2) Urian tugas Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimakud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi

'! rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, seta kerjasama
pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencanal



b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana1l dan prasarana sefta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
c. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan

prasarana;
d. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama

pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan

kembali prasarana dan sarana;
f. menyiapkan bahan, memfasllitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan

kembali sarana sosial masyarakat;
g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan

kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasana penerapan Encang

bangun yang tepat;
i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan

teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan

paftisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat;

k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan

kondisl sosial, ekonomi dan budaya;
L menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi

pelayanan publik;
m. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerJa

penylapan bahan koordinasi rekonstruksl soslal, ekonomi, budaya, sarana dan

. prasarana, fasilitasl dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan
akibat bencana;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari seJumlah tenaga ahli dalam JenJang jabatan
fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok labatan t'ungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

(3) Jumlah labatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut slftt, jenis kebutuhan dan
beban kerja.

(4) lenis labatan Fungsional dilakukan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perattilan Bupati Langkat Nomor 23
Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat
( Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 23 ) dicabut dan dlnyatakan
tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi tingkup kewenangan
Unsur Pelaksana BPBD akan diatur lebih lanJut dengan Keputusan Kepala Pelaksana
Harian.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditebpkan di Shbat
pada tanggal  18 -.Cr θり|′ .

BUPATI LANGKAT′

Diundangkan di
pada tanggal r8 0‰   
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